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BAB I. PENDAHT]LUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini isu-isu pemerintahan yang baik (good governance) semakin

berkembang di tengah-tengah masyarakat seiring dengan semakin tingginya
kompleksitas permasalahan bangsa dalam berbagai aspek penyelenggsriurn

pemeritahan/negara. Arah dan proses reformasi, demokrasi dan desentralisasi yang di
terapkan dengan mengacu pada UU. No. 32 Tahun 2004 seolah semakin tinggi
intensitasnya dan bahkan memunculkan berbagai permasalahan baru pada tatanan

pemerintahag terutama di tingkat regional (daerah)- Maraknya praktik korupsi, kolusi
dan nepotisme (KKN) dalam berbagai instansi pemerintahan daerah, buruknya
kualitas pelayanan birokrasi publik, dan lain sebagainya merupakan contoh kasus

berbagai permasalahan yang tengah dihadapi pemerintah daerah saat ini..

Di bidang politik, perubahan lainnya yang terjadi berkaitan dengan semakin

meningkatnya tuntutan masyarakat (publik) untuk mewujudkan suatu sistem politik
baru yang bisa menjamin terselenggaranya kehidupan negara (pemerintahan) yang

mencerminkan transparansi aktrntabilitas dan demokrasi secara unrh- perubahan ini di
tandai dengan dikembangkannya paradigma baru di bidang politik pemerintahan yang

saat ini dikenal secara luas dengan istilah good governonce atau sering diartikan
secara umum sebagai penyelenggaruum pemerintahan yang baik dan bersih serta

berwibawa (good and clean government).

Good governonce merupakan suafu kesepakatan menyangkut pengaturan

negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor

swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme,

proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat

mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban
dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. (Masyarakat Transparansi

lndonesia,2A02)



Berkaitan dengan funhrtall reformasi yang saat ini terus bergulr, maka sasarzyr

utama dali good governance antara lain adalah mewujudkan tatanan pemerintahan yang
bersih dan bebas dad berbagai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (clean
goverrunent). karena hal-hal tersebut telah menyebabkan kehancuran sistem, kemiskinan
sFuktural, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan bagi mayoritas rakyat.

selain itu, dilihat dari perpektif otonomi Daerah, maka penerapan good
governance dan clean governmenl merupakan suafu urgensitas dalam upaya
mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif; efisien, mandiri serta bebas dari
berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Hal ini dikarenakan bahwa dengan
menerapkan prinsipprinsip pemerintahan yang baik, maka akan memberikan peluang
lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas
pembantuan; serta prinsip-prinsip Otonomi Daerah sehingga pemerintah daerah
mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat @ublic services) secara optimal dan tidak terlalu bergantung lagi
kepada pemerintah atasnya (sentralistik) sebagaimana terjadi di era pemerintahan
sebelumnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah pada latar belakang di atas, maka
permasalahan dalam penelitian ini dapat dimmuskan sebagai b€rikut : Bagaiaman
implementasi prinsipprinsip good governance dalam meningkatkan keberhasilan
pembangunan, khususnya di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala Kota
Manado.

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sekalugus mendeskripsikan
implementasi prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan keberhasilan
pembang*nan, khususnya di Kelurahan Kairagi weru Kecamatan



Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

untuk mengkaji implementasi good governance dalam meningkatkan keberhasilan

pembangunan, khususnya di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan.

Berdasa*an tujuan penelitian, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi

zumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang kajian

ilmu pernerintahan, dan disisi lain, secara pralrtis diharapkan pula hasil penelitian ini dapat

memberikan masukan bagi pihak terkaig khwusnya pemerintah kota Kota Manado untuk

menutcu perceptan keberhasilan kota khususnya di Kelurahan Kairagi

Weru Kecamatan dengan menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip good

governance atau tata-kelola pemerintahan yang baik.

BAB II. KERANGKA TEORI

A. Konsep Pemerintahan dan Pemerintah Kelurahan

Sebagaimana diketahui bahwa istilah Pemerintahan, secara etimologis berasal

dari kata pemerintah yang ditambah dengan akhiran "an", sedangkan kata pemerintah

berasal dari kata perintah yang berarti "sesuatu yang harus dilaksanakan"- Secara

ilmiah perlu dibedakan antara pengertian pemerintah sebagai suatu organ (ala|

negara yang menjalankan tugas dan fungsi tertentu, dengan pengertian pemerintahan

sebagai fungsi dari pemerintah itu sendiri.

Pamudji (1993 : 32) dalam Suryaningrat (1990 : l0) mengartikan kata

pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari

kata perintah. Di dalam kata atau istilah "perintah" tersebut tersimpul

beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari "perintah", yaitu :

(1). adanya kekuasaan, "menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang

diprintahkan;

(2)- adanya dua fihah yaitu yang memberi dan yang menerima perintah;

(3). adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan menerima perintah;

14). adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.



Pada bagian lain, Sumber Saparin (1986 :21) mengemukakan bahwa untuk

dapat membedakan pengertian dari istilah-istilah tersebut perlu diterangkan menurut

segi etimologis yaitu :

- Pemerintah adalah kata nama subyek yang berdiri sendiri contoh : pemerintah

desa, Pemerintah daerah.

- Pemerintahan adalah kata jadian yang disebabkan karena subyek mendapat

akhiran "an", artinya pemerintah sebagai subyek melakukan tugas atau kegiatan

itu disebut sebagai pemerintahan.

Sehubungan dengan istilah perintah, pemerintah dan pemerintahan,

Poerwadarminta (1983 :74$ memberi arti sebagai berikut :

- Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh atau melakukan sesuatu

atau aturan dari pihak lain atas apa yang harus dilakukan.

- Pemerintah adalah kekuasaan untuk memerintah suatu Negara atau badan yang

tertinggi yang memerintah suatu Negara, sedangkan pemerintahan adalah

perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Kekuasaan yang tersimpul dalam kata "pemerintah,, pada umumnya

dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Adanya ..wewenang,,

menunjukkan syahnya perintah yang diberikan, sebalik-yq tanpa adanya wewenang,

maka perintah dianggap tidak syah dan hilanglah kekuatan hukum dari perintah itu
sendiri. Dengan demikian, perintah tanpa wewenang dianggap tidak belaku.

Yang menjadi masalah adalah bahwa "perintah" bukanlah wewenang

sebagaimana dimaksud di atas, melainkan asal atau sumber wewenang tersebut.

Sementara ih1 kata "memerintah" diartikan sebagai menguasai atau mengurus

Negara atau daerah sebagai bagran dari negara Dengan demikian, maka kata

"pemerintah" dapat diartikan sebagai "kekuasaan untuk memerintah suafu negara atau

daerah sebagai bagian dari negar4 sedangkan pemerintahan adalah perbuatan atau

cara atau unsan memerintah. Jadi, pemerintahan adalah fungsi dari pemerintah itu
sendiri.



Lebih lanjut, istilah pemerintah atau pemerintahan ditemukan dalam bahasa

Inggris, yaifu "Government", yang berasal dari kata kerja "to govern" yang artinya,

antara lain :

(l) melaksanakan wewenang pemerintahan;

(2) cara atau sistim memerintah;

(3) fungsi atau kekuasaan untuk memerintah;

(4) wilayah atau negara yang diperintah; dan

(5) badan yang terdiri dari oftmg-orang yang melaksanakan wewenang dan

administrasi hukum dalam suatu negara (Suryaningrat, r990 : l t).
Sedangkan Montesquieu membagi kajian tentang pemerintahan menjadi tiga

bagran atau yang lebih dikenal dengan konsep "Trias politica',, Beliau

mengemukakan bahwa pemerintahan dalam arti luas adalah keseluruhan perbuatan

memerintah yang dijalankan oleh semua organ atau pejabat perlengkapan negara

yang meliputi Badan Legislatif, Badan Eksekutif dan Badan yudikatif.

Lebih ldut dikemukakan bahwa pemerintahan dalam arti sempit adalah

keseluruhan perbuatan memerintah yang dijalankan oleh eksekutif dan jajarannya

yang meliputi: Organisasi-organisasi pemerintah yang bersifat departemental dan

Non-Departemental (Kansil, 1995 : l0).

Secara keseluruhan pengertian pemerintahan yang telah diuraikan di atas

mengandung aspek-aspek sebagai berikut :

l) Perintah adalah dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kekuasaan dan

wewenang-

2) Pemerintah adalah oftrlg-ofturg yang mempunyai kekuasaan dan wewenang

menj alankan pemerintahan.

3) Pemerintahan adalah proses penyelenggarrurn perintah-perintah untuk pencapaian

tujuan pembangunan atau kelancaran tujuan suatu negara.

Didalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah

disebutkan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah

kabupaten dan / atau daerah kota dibawah kecamatan yang ditempati oleh sejumlah



penduduk yang mempunyai organisasi langsung dibawah Camat, dan tidak berhak

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (Anonimous, 2004).

Di dalam Undang-Undang No- 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

di mana pada pasal 120 ayat 2 disebutkan bahwa Perangkat daerah kabupaten/kota

terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah,

kecamatan, dan kelurahan. Hal ini dikuatkan dalam Penjelasan pasal 127, ayat (l)
bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah

kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.

Pada pasal 127 Undxtg-Undang tersebut dicantumkan bahwa :

(l) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada

Peraturan Pemerintah.

(2) Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh

pelimpahan dari Bupati/Walikota.

(3) Selain tugas tersebut di atas, lurah mempunyai tugas :

a pelaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.

b. pemberdayaan masyarakat.

c. pelayananmasyarakat;

d. penyelenggar:um ketenteraman dan ketertiban umum;

e. pemeliharaan pftNaftma dan fasilitas pelayanan umum;

(4) Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari pegawai negeri sipil

yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan

sesuai dengan peraturan penrndang-undangan.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah bertanggung jawab kepada

Bupati/Walikota melalui Camat.

(6) Lurah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kelurahan.

(7) Perangkat kelurahan bertanggungjawab kepada Lurah.

(8) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah, dapat dibentuk lembaga lainnya

sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda-
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Penjelasan Pasal 127 ayat (8) bahwa yang dimaksud dengan lembaga lain

dalam ayat ini adalah lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukgn

warg4 PKK, Karang Taruna, dan Lembaga pemberdayaan Masyarakat.

A'lapun perangkat kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Kepala-

Kepala Lingkungan yang bertugas membantu kepala kelurahan dalam menjalankan

roda pemerintahan. Perangkat kelurahan bergantung jawab kepada Lurah, dan

perangkat Kelurahan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat bersama dengan

kepala Kelurahan oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur, dan kepala Kelurahan

bersama perangkat Kelurahan juga diperbantukan pada daerah otonomi yang

ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut

terdiri atas Sekretaris Kelurahan dan Kepala-Kepala Lingkungan yang bertugas dan

berfungsi menjalankan roda pemerintahan di dalam Kelurahan itu sendiri dan

menetapkan prinsipprinsip koordinasi, integrasi dan singkornisasi sebagaimana

dimaksud makq

1. sekretaris Kelurahan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan

2- Kepala Lingkungan bertanggring jawab kepada Kepala Kelurahan

3- Kepala urusan bertangg,ng jawab kepada Sekretaris Kelurahan.

Tugas dan fungsi perangkat Kelurahan dalam rangka mengelola administrasi
pemerintahan kelurahan dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Sekretaris kelurahan :

Sekretaris kelurahan memptrnyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1). Tugas sekretaris kelurahan

Menyelenggarakan pembinaan adminishasi pemerintahan kelurahan dan

memberikan pelayanan staf kepada kepala kelurahan.

2)- Fungsi sekretaris kelurahan

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas maka sekretaris kelurahan

mempunyai fungsi :

- Melaksanakan urusan surat menyrrrat, kearsipan, dan laporan;



- Melaksanakan urusan keuangan, unsan pemerintahan, urusan pembangunan

dan urusan kemasyarakatan-

b. Kepala Lingkungan :

Kepala lingkungan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

l). Tugas kepala lingkr.rngan :

Melaksanakan tugas kepala kelurahan dalam wilayah kerjanya

2). Fungsi kepala lingkungan :

- Mambantu pelaksanaan tugas kepala kelurahan dalam wilayah kerjanya.
- Melaksanakan tugas dan fungsi kepala kelurahan, apabila kepala

kelurahan berhalangan hadir melakukan tugas diwilayah kerjanya.

Pemerintahan kelurahan adalah merupakan keselumhan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan kelurahan dalam hubungannya dengan pencapaian tujgan pemerintahan

kelurahan atau juga dapat dikatakan bahwa oleh pemerintahan kelurahan berfingsi sebagai

pelaksana dalam pencapaian tujuan pemerintahan kelurahan itu sendiri.

Hal ini dipertegas bahwa pemerintahan kelurahan adalah pelaksana
penyelenggara semua kegiatan yang bersumber pada wewenang pemerintahan

kelurahan yang terdiri atas tugas-tugas, kewajiban, tanggungiawab dan hubungan-
hubungan kerja yang dilaksanakan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-

undangan yang berlakra g'na menjalankan pemerintahan kelurahan.

Pemerintahan kelurahan itu sendiri tidak dapat melepaskan diri daripada
fungsi pemerintahan negara sebab pemerintahan kelurahan adalah merupakan
organisasi yang paling bawah daripada panerintahan negara, maka dengan demikian
dapat dilihat betapa pentingnya fungsi administrasi pemerintahan kelurahan dalam
melaksanakan kegiatannya-

Selanjutny4 dapat dijelaskan bahwa fi.rngsi pemerintahan kelurahan sebagai
berikut :

a) Merencanakan, yaifu membuat suafu rencana kerja atau program operasional
yang seswri dengan segi pendekatan yang mengarah kepada suatu tujuan, fungsi



serta ruang lingkup tugas dan kewajiban juga tanggungjawab dari para anggota

perangkat kelurahan.

b) Mengkoordinir, yaitu mengorganisir seluruh kegiatan alat-alat, tugas,

tanggungjawab serta wewenang sekian rupa dari seluruh pamong kelurahan

sehingga terdapat suatu organisasi yang digerakkan sebagai suatu kesatuan di

dalam pencapaian tujuan pemerintahan kelurahan yang baik.

c) Mengawasi, yaitu mengawasi seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan

sehingga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah

ditentukan.

d) Mengadakan kerja s€una, yaitu memimpin keseluruhan kerja sama yang baik

antara anggota masyarakat, instansi-instansi atau badan-badan/organisasi

atasan dalam tingkat kelurahan.

Berdasarkan dengan firngsi pemerintahan kelurahan, maka dapat ditarik suatu

kesimpulan bahwa arfiaxa fimgsi adminisrasi negara dan fimgsi adminisbasi pemerintahan

kelurahan kaitan yang sangat erat di dalam pengelolaan adminisfasi baik di

dalam hlgas di bidang pernerintahan, tugas di bidang umltrn, tugas di bidang tata usah4 data

statistik kronologis, sertakegiatan di bidang operasional dan lain-lain

B. Implementasi Good Governance

Seringkali kita mendengar kata implementasi, apakah sebanamya arti dari

implementasi itu, menurut Kamus Webster (dalarn AMul Wahab 2001 : &),
mernnruskan secara pendek bahwa to implemerf (mengiplementasikan) berarti to provide

the means for carrying out; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to gtve

practical effecfio;(menimbulkan dampak / akibat terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini

kita ikuti, maka implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses

pelaksanaan keputusan kebijaksanaan.ftiasanya dalam b€nhrk undang-undang, peratrran

pemerintalr, p€rintah eksekutif, keputusan peradilan, atau dekrit presiden).

Pressman dan Wildavsky (dalam AMul Wahab 2001 : 65) menyatakan bahwa

sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait dengan kata

I

i

I
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benda kebijaksanaan. Sehingga bagi kedua pelopor studi implementasi ini maka
proses unhrk melaksanakan kebijaksanaan perlu mendapatkan perhatian yang
saksama, dan oleh sebab itu adalah keliru kalau kita menganggap bahwa proses

tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus. Agak mirip dengan pandangan

kedua ahli diatas, Van Meter dan Van Horn (1975), merumuskan bahwa proses

implementasi sebagai "Tltose octions by public or private individuals (or group) are
directed at the achievement of objective set forth in prior policy decisions-,,

(tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-
tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Daniel A. Mazrnanian dan Paul A. Sabatier (lg7g), dalam Abdul Wahab
(2001 : 65) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa memahami

apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau

dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-
kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman

kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibaVdampak nyata pada

masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan beberapa ahli tersebut diatas

dapatlah disimpulkan bahwa proses implementasi kebijaksanaan itu sesunggguhnya

tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab

untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sulsaran,

melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial
yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak
yang terlibat yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang
diharapkan (intended) maupun yang tidak diharapkan (spillover/negative effects).

Mengaitkan konsep implementasi dengan konsep pemerintahan daerah

sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pada

hakekatnya implementasi pemerintahan daerah adalah penerapan fungsi-frrngsi
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pemerintahan daerah berdasarkan uu No. 32 Tahun 2004 yang mengacu pada

prinsi p-prinsi p kepemerintahan yan g baik (G o o d G av e r n an c e).

Good governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan

negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor

swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme,

proses, dan lembagaJembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat

mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewafiban

dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. (Masyarakat Transparansi

Indonesia:2002:ix)

Secara sederhana pengertian "governonce" Glup:ziwryw. Google.com.id:

2AAT mengandung makna "proses pembuatan keputusan dan proses bagaimana

keputusan-keputusan tersebut di implementasikan (atau tidak di implementasikan).

Istilah "Governance " sendiri dapat digunakan dalam beberapa konteks peristilahan

antara lain badan hukum kepemerintahan, kepemerintahan Internasional,

kepemerintohan nasional, dan kepemerintahan lokal. Dalam kerangka pengertian

tersebut di atas maka analisa-analisa kepemerintahan atau "governance" difokuskan

pada aktor-aktor formal dan informal yang diliba&an dalam proses pengambilan

keputusan dan penerapan hasil keputusan-keputusan; serta struktur formal dan

informal yang telah di atur sebagai cara pencapaian dan penerapan keputusan

tersebut, contohnya adalah struktur formal Pemerintah (goverment) pada umunnya
(Anonimous,2002).

Di sisi lain istilah "good governonce" menurut Rishwanda Imawan dalam

Pulukadang QA04 merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena di
dalamnya terkandung makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang dipandang

baik dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu
mendapat penilaian yang sama. Beberapa definisi good goyernance (Ishak

Pulukadang:2002) lainnya adalah sebagai berikut :

11



f,

o "Good governonce " sering diartikan sebagai "keperintahan yang baik,,, atau
"kepemerintahan yang baik". Ada pula yang mengartikannya sebagai ,,tota

pemerintohon yong boik" dan ada pula yang mengartikanya sebagai ,sistem

pemerintahan yang baik". Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah
"governonce" diartikan sebagi proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam

melaksanakan publics good and services. sedangkan arti ',gootl,,dalam ,,good

governance" mengandung dua pengertian, pertamE nilai-nilai yang menjunjung

tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan

kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian,
pembangunan, berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fingsional
dari Pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk

mencapai tujuan-tujuan tersebut. Praktek terbaiknya disebut "good governance"

atau Kepemerintahan Yang Baik. Sehingga dengan demikian ,,good governonce,,

didefinisikan sebagai "penyelenggarzwl pemerintahan negara yang solid dan

bertanggung jawab, serta efellif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi
yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat

(society).

o Menurut world Bank (2aa2), "good governance,, diartikan sebagai cara

kekuasaan negara digunakan dalam mengatur sumber-sumber ekonomi dan

sosial bagi pembangunan masyarakat (the way stqte power is used in
managing economic and social resources for development of society.)

o Menurut UNDP (United State Development Programme) (2002),mendefinisikan
"good governance" sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi dan

administrasi untuk mengatur umsan-unsan kebangsaan pada tingkatannya.

' Dalam kerangka otonomi daerah (termasuk otonomi desa) Alexander Abe (2001)

mengemukakan bahwa konsep good governance yang diterapkan meliputi tiga
dimensi sebagai berikut:

I
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3.

1. Dimensi Finansial, sebagai dimensi yang krusial dan sensitive. Ini berarti bahwa

segala penggunaan dana yang di lakukan oleh pemerintah (eksekuti0 harus benar-

benar sesuai dengan persetujuan legislative ( proses check and balqnce, pen.).

Kontol parlemen tidak dimaksudkan untuk borgainning politic pihak parlemerl

melainkan unhrk memastikan bahwa selumh dana yang di gunakan oleh pemerintah

adalah alokasi yang tepat, murah (efisien) dan terhindar dari manipulasi, yang pada

akhimya bisa merugikan masyarakat.

Dimensi Politik. dimensi ini berlaku pada pemerintahan, bukan saja pemerintah.

Artinya, bahwa setiap tindakan dari masing-masing pihak harus jelas legitimasi

dan pertanggungjawabannya. Pejabat publik tidak boleh merupakan hasil

negosiasi politik (politik dagang sapi), melainkan harus benar-benar melalui
proses politik yang demokratis.

Dimensi Leeal (Formal), dimensi ini merupakan penjabaran nyata dari prinsip

negara hukum, dimana pejabat publik harus memiliki keabsahan secara legal
(formal), berdasarkan hukum atau aturan-aturan yang berlaku. Hal ini
diperlukan agar tidak terjadi "anarkhi", dan ketika muncul suatu persoalan,

masyarakat juga bisa secara jelas memiliki rujukan untuk suatu tuntutannya.

Ketiga dimensi tersebut merupakan fondasi dan good governance. Jika dilihat
dari dimensi tersebut, sangat jelas bahwa pemerintahan harus dibangun dari sendi-

sendi demokrasi- Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan good
governance dalam berbagai dimensi tersebut merupakan salah satu prasyarat penting

bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang lebih demokratis.

Adapun prinsipprinsip good governance menurut LINDP (Badan pBB untuk
progftlm pembangunan : 1996) sebagaimana dijelaskan dalam Jumal Administrasi
Negara (200I), juga dalam buku "Good Governance danPenguatan Institusi Daerah

(Masyarakat Transparansi lndonesia 2A02) terdiri atas beberapa prinsip sebagai

berikut:

l. Partisipasi Masyarakat (Parricipation)

l

':
!:
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2.

-r-

Semua warga negara mempunyai suara dalam pengambilan keputusan,

secara langsrmg maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang

mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun

bardasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas

unhrk berpartisipasi secara konstmktif.

Tegaknya Supremasi Hukum @ule of Law)

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di
dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

Keterbukaan (Transparency)

Transparansi dibangrrn atas dasar arus informasi yang bebas. Selgruh proses

pemerintahan' lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat si akses oleh pihak-
pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar
dapat dimengerti dan dipantau.

4- Peduli pada Stakeholders atau Responsiveness

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melavani
semua pihak yang berkepentingan-

Berorientasi pada Konsensus (Consencus Oriented)

Good governance menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi
terbangunnya suatu consensus menyelumh dalam hal apa yang terbaik bagi
kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, consensus dalam hal
kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

Kesetaraan (Equiry)

Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempurm, mempunyai kesempatan
untuk meningkatkan dan menjaga kesejahteraan mereka.

7. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)

5.

6,
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8.

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai

kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya

yang ada seoptimal mungkin.

Akuntabilitas (Accountab i I iry)

Para pengambil kepuhsan dalam pernerintahan, sektor swasta dan oqganisasi-organisasi

bertanggmgiawab kepada masJ,"arakat mzluptrl kepada lembagaJembaga

yang berkepentingan. Ak:untabilitas ini berbeda satu dengan lainnya terganhrng dari jenis

organimi yang bersangkutan.

Visi Strategis (Strategic Vission)

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan

atas good governonce dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja

yang dibututrkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain tiu mereka

juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan

sosial yang menjadi dasar bagi perpektif tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa good governonce dapat di artikan

sebagai penyelenggariuln kehidupan negara oleh pemerintah sesuai dengan tugas dan

fungsinya masing-masing melalui pengaturan yang jelas, sinkron dan fleksibel

dengan melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam seluruh proses

pemerintahan.

C. Konsep Keberhasilan Pembangunan

Pemhngunan kelurahan dau perrbangtrnmr masyaakahya hgian
tntegral dariFda pernbangunan niasional suatu bangsa/negara- Keberhasilan pembangunan

keltnahan akm turut mermtkan keberhasilan pembangurun msional demftian pula

kebedEsilan pembanguran nasional harus dapat diniknati secara merata oleh semm laprsan

masyaoaka hingga ketingkat yrrg pahng bawah.

Sejalan dengan konsep pembangunan yang sudah dikemukakan

sebelumny4 jelas bahwa penekanannya adalah masyarakatnya yaitu kepada

l

l

l

9.
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perbaikan/peningkatan kondisi hidup masyarakat, sehingga mereka mampu
membangun masa depan mereka dan memberi sumbangan (berpartisipasi) kepada
kemajuan nasional.

Menurut pandangan atau pendekatan pembangunan ekonomi klasik (aliran
klasik) keberhasilan pembangunan ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi atau
perbaikan taraf hidup yang terus menerus yang tercermin pada kenaikan pendapatan
nasional (GI'IP) yang pendapatan perkapita secara nyata serta kumulatif (ljokrowinoto,
1987)' Dengan kata lain bahwa tujuan pembangunan memrut pendekatan ekonomi
mumi ini ialah pencapaian pertumbuhan ekonomi setinggi+ingginya (ljokroamidjojo
dan Mustopadidjaja 1986)- Bidang-bidang lain diharapkan dapat dipecahkan melalui
tricue down effect (efek tetesan kebawah) dari hasil sampingan pertumbuhan itu sendiri
(liokrowinoto, 1987)- Jadi nilai pembangrrnan menun[ pendekatan ini sama dengan
'lerhrmbuhan" atau memrnrt Bryant dan White (1987) sinonim dengan..indushialisasi dan
produktivitas". Dengan menempuh industrialisasi dan penamman modal, peningkatan
pendapatan perkapita dan pemerataan akan dicapai secara otomatis sebagai akibat dari
tricHe down dari suatu pusat yang dominan.

Konsep keberhasilan pembangunan model ekonometrik ini mendapat
banyak kritikan karena dinilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak
menjamin adanya perbaikan tingkat hidup sebagian besar rakyat lapisan bawah-
Para pengkritik kemudian menambah indikator lain di samping indikator ekonomi
murni, yang disebut dengan "indikator sosial,, yang mencakup antara lain
pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan sosial, dan lain sebagainya
(Tjokrowinoto. 1987).

Salah satu konsep ukuran keberhasilan pembangunan menurut pendekatan
indikator sosial ialah apa 1.ang dikenal dengan peLI (physical euolity oJ ltfe
Index), yang mencaliup : an-eka kematian bayi (infant mortarity rate), harapan
hidup pada bayi berumur saru tahun (life expectancy at age one), dan tingkat
kemampuan membaca daa menuris atau basic riteracy (Moris, daram
ljokrowinoto, 1987).
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Pendekatan lain yang menekankan pada indikator sosial ialah "pendekatan

Kebutuhan Pokok" (Human Needs Approach atau Basic Human Needs). Bidang

permasalahan dalam pendekatan ini antara lain meliputi bidang-bidang seperti :

makanarl nutrisial, lapangan ke.ja, kesehatan, perumahan, pendidikan, komunikasi,

kebudayaan, penelitian dan teknologi, energi, hukum, dinamika politis dan implikasi

ideologi (Soejatmoko, dalam ljokroamidjojo, 1983). Menurut konsep ILo
(lntemational [abour Organization), konsep kebutuhan pokok itu meliputi dua bidang

utama, yaitu : (1) konsumsi minimum keluarga seperti sandang, papan, pangan,

pendidikan, kesehatan dan (2) pelayanan publik (public service) untuk rakyat pada

umtunny4 seperti sumber air bersih, transportasi, listrik, dan sebagainya

(Tjokrowinoto, 1987).

Konsep lain mangenai ukurul keberhasilan pembangunan juga dikemukakan oleh

para tokoh-tokoh paradigma neo-ekonomi. Salah seorzmg tokoh aliran neo-ekonomi

bernama Dudley Seers mengemukakan bahwa keberhasilan pembangrman dapat diukur

dari tiga tolok ukur yaitu : (l) seberapa jauh pembangunan berhasil

menumnkan/memberantas kemiskinan, @ seberapa jauh pembangtrnan beftasil

menunrnkan/memberantas penganggurarL darl (3) seberapa jauh pembangrrnan berhasil

malunrnkan/ memberantas ketimpangan- Djelaskannya bahwa keberhasilan merunmkan

kemiskinan diuku dari seberapa jauh penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

mengalami penurunan- Keberhasilan menurunkan pengangguran diukur dari apakah orang

yang menganggur dan setengah menganggur berkurang. Keberhasilan menunrnkan

ketimpangan di ukur dari Index Gini atau Gini Ratio (lokrowinoto, 1987). Ukuran

keberhasilan pembangunan dari aspek lndex Gini ini beroleh perhatian besar sekitar

tahun 1970-an yaitu dengan munculnya pendekatan pembangunan "pertumbuhan

dengan pemerataan", yakni suatu pendekatan pembangunan yang menghendaki

pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan pembangrrnan disegala bidang sep€rti

pendidikan, kesehatan, perubahan, dan lain-lainnya dalam rangka perbaikan atau

peningkatan taraf hidup dari sebagian besar rakyat berpenghasilan rendah di dalam

suatu masyarakat (Tjokroamidjoj o, 1 983).
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. Selain konsep-konsep pengukuran di atas, tolok ukur lain dari suatu

keberhasilan pembangunan adalah dengan mengukur Human Development Index

(HDI) yaitu suatu metode mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. HDI
merupakan konsep baru (konsep mutakhir) dalam pengukuran keberhasilan

pembangunan yang dikembangkan sejak tahun 1985. Meskipun dari tahun ke

tahun HDI mendapatkan penekanan yang berbeda, namun intinya HDI
mengidentifikasi kemampuan dasar yang harus dimiliki tiap-tiap individu untuk
dapat berpartisipasi di dalam masyarakat. Kemampuan dasar tersebut antara lain
menyangkut kemampuan untuk dapat mencapai hidup yang panjang dan sehat,

kemampuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dan kemampuan untuk
mendapatkan akses pada sumber-sumber yang diperlukan dalam rangka hidup
yang layak. Human Development Index (HDI) ini mencakup tiga komponen, yaitu
: (l) angka harapan hidup pada saat lahir (life expectancy at birht), (2) tingkat
pendidikan (educational attainment), dan (3) kemampuan daya beli masyarakat

atau income. Nilai HDI tiap-tiap negara menunjukkan seberapa jauh langkah yang

harus dilalui negara itu untuk dapat mencapai tujuan sosialnya (Moeljarto dan

Prabowo, 1997).

Dari uraian singkat di atas tampak bahwa tolok ukur keberhasilan

pembangunan tidak hanya semata-mata dilihat pada peningkatan pendapatan

nasional (GNP) ataupun peningkatan pada pendapatan income percapita, tetapi
juga mencakup peningkatan pada bidang-bidang lainnya. Berdasarkan hal-hal
yang disebutkan di atas maka setidak-tidaknya beberapa tolok ukur keberhasilan

pembangunan itu yaitu :

(a) Peningkatan dalam Pendapatan Nasional atau GNP (Growth National product)

ataupun PDRB (Product Domestic Regional Brutto),

(b) Peningkatan dalam pendapatan masyarakat (Income percapita),

(c) Perkembangan Tingkat Pemerataan (Gini Ratio atau Index Gini),
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(d) Peningkatan dalam tin-skat kesejahteraan atau kemakmuran
tercermin pada peningkahn physicol quality of ltfe index
peningkatan dalam Human Development IndexG[DI).

Peningkatan dalam GNP dan Income Percapita merupakan indikator atau tolok
ukur keberhasilan pembangunan dalam ukuran ekonomi (indikator ekonomi), peLI dan
HDI menpakan tolok ukur keberhasilan pembangrrnn dilihat dari ukuran atau indikator
sosial yaitu mengukur kesejahteraan individu dalam masyarakat yang meliputi aspek-aspek
seperti pendidikan, kesehatan, kernamp,an daya beri, dan lain sebagainya

Secara rinci Ndraha (1987) mengemukakan indikator atau tolok ukur
keberhasilan pembangunan masyarakat tersebut pada tiga aspek pokok, yaitu:
1) sejauhmana kondisi dan taraf hidup masyarakat berhasil diperbaiki dan

ditingkatkan;

Sejauhmana partisipasi masyarakat daram pembangunan dapat atau berhasir
digerakkan; dan

Sejauhmana kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri berhasil
ditumbuhkan.

Mengacu pada konsep teori yang dikemukakan para ahli di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa apabira prinsip-prinsip good governance (tata_kerora
pemerintahan yang baik) dapat diimplementasikan dengan baik, maka pada gilirannya
akan menunjang peningkatan keberhasilan pembangunan-

BAB ltr. METODE PENELITIAN

A. Metode Yang Digunakan

Mengingat permasarahan yang diangkat bersifat aktuar dan faktual, maka
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan
eksplanatoris survai' Hal ini dimungkinkan karena disatu sisi permasalahan dalam
penelitian ini cukup aktual dan disisi yang lain, penelitian ini ingin mencari hubungan
antar fenomena sosiar yang tejadi daram lingkup pemerintahan daerah.

masyarakat yang

(PQLD, ataupun

2)

3)
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B. Variabel dan Definisi Operasional

Berdasarkan pemmusan masarah, maka peneritian ini akan mengkaji dua
variabel pokok, masing-masing (1) satu perangkat variabel bebas (Independent
variable) yaitu penerapan prinsip good governance (kepemerintahan yang baik); dan(2) sebuah variabel tergantung/terikat atau dependent variabte yaknikeberhasilan
pembangunan kelurahan' Adapun definisi konsepsional dan definisi operasional dari
variabel-variaber tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1' Penerapan Prinsi-prin sip Good Governance sebagai variabel terikat (dependent
variable) dimaksudkan adarah suatu sistem kepemerintahan yang baik yang
dalam hal ini adalah Pemerintah Kelurahan Kairagi weru kecamatan Tikala,
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai instansi yang bertugas
memberikan perayanan kepada pubrik. Mengingat prinsip_prinsi good
governonce cukup ruas, maka hanya dibatasi pada Iima prinsip yang rerevan
dengan tugas pada kantor Kecamatan yang meriputi : prinsip partisipasi
masyarakat, prinsip transparansi, prinsip responsivitas, prinsip supermasi hukum
dan prinsip akuntabilitas. Penetapan kelima prinsip tersebut dipandang layak dan
cukup beralasan untuk diteliti, baik alasan teoretik maupun alasan praktis. Darisisi teoretik, hampir semlul ahri, terutama teoretisi administrasi pubrik
memasukkan kelima prinsip tersebut kedaram kriteria good governance.
sementara dari sisi praktis, terdapat dua pertimbangan pokok, yakni (1). Adanya
keterbatasan penulis, baik waktu, kemampuan maupun dana/biaya dalam
mengkaji semua prinsip good governance; (2).Kelima prinsip tersebut sesuai
hasil pra survai merupakan permasalahan yang cukup menonjor sehingga perlu
diteliti untuk mencari solusi pemecahan masarah, khuusnya di Kerurahan Kairagi
Weru, kecamatan Tikala.

Adapun kelima prinsip good gavernonce dapat diuraikan/dijabarkan ke
dalam indikator-indikatornya masing-masing sebagai berikut :
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a' Prinsip Partisipasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Datanya diperoleh dari :

l) Adatidaknya kebijakan Pemerintah .rmnrk membuka partisipasi masyarakat

dalam pengawasan dan pengadalian pernberian ljin terutama yang dapat

menimbulkan eksemalitas.

2) Ada-tidaknya pelibatan masyarakat dalam menganalisa kondisi dan

merumuskan persoalan serta kebutuhannya dalam p€ningkatan kualitas
penyelenggaraan pelayanan.

b' Prinsip transparansi adalah tingkat kebebasan stakeholders (masyarakat)
dalam mengakses arus informasi tentang proses penyelenggaraan tugas dan
firngsi aparat birokrasi, khususnya tugas pelayanan kepada publik. Datanya
diperoleh melalui :

l) Keterbukaan instansi dalam memberikan informasi mengenai prosedur,

syarat, waktu penyelesaian dan kepastian biaya yang diperlukan untuk
mengurus perizinan dan pelayanan lainnya.

2) Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai
peyelenggaraan pelayanaan kepada publik.

3) Berkurangnya kasus tindakan KKN didalam proses penyelenggaraan

pelayaan kepada publik.

4) Adanya kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang

akurat dan memadai serta tersedianya prosedur pengaduan apabila
informasi tidak sampai kepada masyarakat.

c. Prinsip responsivitas iarah tingkat ketanggapan/responsif dalam
penyelenggaruwl perayanan kepada publik, yaitu : kepekaan para petugas
pelayanan terhadap kebutuhan, keinginan dan harapan-harapan masyarakat
pengguan jasa. Datanya dapat diperoleh dari beberapa indikatornya sebagai
berikut :

l

l
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1) Seberapa iauh interaksi komunikasi yang te{alin antara birokrasi sebagai
pemberi layanan dengan masyarakat pengguna jasa.

sikap aparat birokrasi dalam merespon keruhan dari penggunajasa

Penggunaan keluhan dari penggunajasa sebagai referensi bagi perbaikan
penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang.

Berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan
pelayanan kepada pengguna jasa.

5) Ada-tidaknya keluhan dari pengguna jasa selama satu tahun terakhir.
Prinsip supermasi hukum ialah tingkat kepastian dan keadilan penerapan
hukum tanpa pilih buru dari aparat birokrasi daram meraksanakan tugas,
khusnya dalam memberikan perayanan kepada masyarakat pengguna.
Datanya diperoleh merarui beberapa indikator, antara rain :

l) Ada-tidaknya penegakan hukum secara utuh (adil) dan memiliki
kepastian dalam berbagai aspek pemerintahan daerah;

2) Ada-tidaknya peraturan hukum serta perundang-undangan yang jelas dan
tegas serta yang mengikat seluruh stakehorders tanpa terkecuali;

3) Adatidaknya lembaga peradilan dan hukum yang kedibel dan bebas
KKN;

4) Ada-tidaknya sikap aparat yang beraku adil tanpa diskriminatif.
Prinsip akuntabilitas (kebertanggung jawaban) yaitu tingkat pertanggung
jawaban publik/akuntabilitas atas perayanan yang diberikan, yaitu:
l) Acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses

penyelenggaraan pelayanan pubrik (orientasi pelayanan) yaitu: juklak
dan petunjuk atasan, inisiatif sendiri, dan kepuasan masyarakat

2) Tindakan yang dilakukan aparat birokrasi apabila terdapat masyarakat
pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah di tenhrkan.

3) Dalam menjarankan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan
pengguna jasa memperoleh prioritas dari aparat birokrasi.

2)

3)

4)

d.

e-
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2.

4) Ada/tidaknya perranggungiawaban instansi kesesuaian dan
kesahihan pemberian ijin.

Keberhasilan pembangunan sebagai variabel terikat terdiri dari

Kondisi dan taraf hidup masyarakat, diukur dari hal-hal seperti : tingkat
pendapatan keluarg4 taraf ekonomi keluarga, tingkat kesehatan gizi keluarga,
serta tingkat pemenuhan kebutuhan sekunder seperti transportasi, hiburan dan
sebagainya;

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, diukur dari tingkat
kesadaran dan kemampuan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan
di kelurahan mereka masing-masing, seperti : memberi infbrmasi, memberi
sumbangan pemikiran, memberi sumbangan tenaga atau berbagai tenaga
ke.ja memberi sumbangan materiar baik berupa ,urng, bahan, peralatan kerja
dan sebagainya yang bermanfaat untuk kepentingan pembangunan kelurahan
mereka;

c. Tingkat kemampuan berkembang secara mandiri,

memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri

kemampuan mengembangkan usaha, kemampuan

sebagainya.

b.

diukur dari kemampuan

atau atas usaha sendiri,

menabung, investasi, dan

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua karakteristik yang berhubungan
dengan implementasi prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggara tugas dan
fungsi aparat kelurahan Kairagi weru dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat, dengan jumlah anggota populasi sebanyak l l orang. Mengingat besar
populasi hanya 11 orang dari unsur aparai pemerintah kelurahan (termasuk kepala-
kepala lingkungan), maka perlu ditambah dari pengurus dan anggota LpM (lembaga
pemberdayaan masyarakat). Untuk itu besar sampel dari ursur aparat kelurahan
ditambah dengan anggota dan pengurus LpM sebanyak 19 orang sehingga besar
sampel responden dari uns,r aparatur kel,rahan sebanyak 30 orang (n1).
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Mengingat variabel implementasi prinsip

masyarakat pengguna layanan, maka diperlukan

masyarakat (n2) sebanyak 60 orang.

good governance bersentuhan dengan

sampel pembanding, yakni dari unsur

D. Instrumen dan Cara pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer, dilakukan penelitian langsu.ng di lapangan
dengan menggunakan alat bantu kuisioner atau daliar pertanyaan sebagai pedoman
wawancara atau interview guide. Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder
digunakan teknik penelitian dokumenter dan semua data yang diperoleh melalui
survey dan observasi.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk
penelitian sekaligus menguji hipotesis dalam penelitian

menjawab permasalahan

ini adalah sebagai berikut

l' Untuk menjawab permasalahan digunakan teknik analisis persentase yang diolah
dalam tabel distribusi frekuensi, dengan menerapkan rumus sebagai berikut :

f.P ; ttoo xy

Duman :

P : Prosentase

f; : Frekuensi jawaban responden unhrk tiap kategori

n : Jumlah responden

Hasil analisis persentase divisualisaikan melalui grafik histogram dan
secara deskripti kualitatif.

untuk menganalisis keterkaitan antara impelemntasi good governance dengan
keberhasilan pembangunan kelurahan, maka dilanjutkan dengan analisis tabel
silang dan diuji dengan analisis chi-square (kai_kwadrat)
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAIIASAN

A. Implementasi Prinsip Good Governance

Untuk mengetahui sejauhmana penerapan good govemance dalam proses
penyelenggaraan pelayanan publik, maka perlu dilakukan kajian terhadap
peneraparan prinsip-prinsip good governance itu sendiri yang dalam penelitian ini
dibatasi sebanyak 5 (lima) prinsip, masing-masing : prinsip partisipasi, prinsip
transparansi, prinsip responsivitas, prinsip supermasi hukum dan prinsip
akuntabilitas. Kelima prinsip tersebut akan dideskripsikan hasil penelitian
berdasarkan data empirik sebagai berikut :

l. Penerapan Prinsip partisipasi 
:

Mengacu pada indikator prinsip partisipasi sebagaimana telah
dikemukaknn pada bagian metode penelitian, selanjutnya dijabarkan kedalam
daftff pertanyaan (kuesioner) kemudian didistribusikan kepada responden aparat
(n1) sebanyak 30 orang dan responden wajib pajak dan retribusi daerah (n2)

sebanyak 60 orang.

Hasil pengumpulan data kemudian ditabulasi dengan memberi *or
berdasarkan skala Likert, dimana untuk prinsip partsisipasi dijabarkan kedalarn 3

butir pertanyaan dan masing-masing pertanyaan disediakan 5 (lima) altem*if
pilihan (opsi) jawaban. Hasil tabulasi data disajikan dalam tabel raw s*.e
(terlarnpir).

Setelah dilakukan perhitungan/anali sis, diperoleh hasil tentang penerapn
prinsip partsisipasi Di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala sebagaimaa
dideskripsikan melalui Tabel l.
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Tabel I
Distribusi Jaygban Responden Tentang penerapan

Prinsip Partisipasi Di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala

Berdasarkan hasir anarisis data pada Taber r di atas dapat diketahui
beberapa har, diantaranya, dari 30 responden aparat Kerurahan Kairagi
weru Kecamatan Tikara Kota Manado (n1) yang diwawancarai tentamg
penerapan prinsip partisipasi daram proses penyerenggaraan perayanan
publik, ternyata sebagian besar dari mereka, yakni sebanyak 20 responden
atau 67%a menyatakan bahwa penerapan prinsip partisipasi daram proses
pelaksanaan tugas dan fungsi Kerurahan Kairagi weru Kecamatan Tikara
Kota Manado berada pada kategori "tingg."; sementara yang menirai
"rendah" hanya sebanyak I orang responden atau sebes ar 3yo saja. Lain
halnya dengan wajib pajak dan retribusi daerah sebagi pengguna Iayanan di
Kelurahan Kairagi weru Kecamatan Tikala Kota Manado, ternyata dari 60
responden yang dimintai pendapatnya tentang sejauhmana penerapan prinsip
partisipasi daram konteks penyerenggaraan pemerintahan yang baik (good
governonce), ternyata lebih dari separuh responden atau sebesar 55%
mempersepsikan bahwa penerapan prinsip partisipasi masih berada pada
kategori "sedang", dan hanya 4 responde n (7%) saja yang menilai ,,rendah,,,
namun cukup signifikans juga dari kerompok ini menirai ..tinggi,, 

penerapan
prinsip partsipasi tersebut, yakni sebesar 3g%.
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Dilihat dari keseluruhan responden, maka rata-rata penilai mereka terhadap

penerapztn prinsip partisipasi dalam penyelenggariurn p€merintahaq khgsusnya Di
Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala berada pada kategori 'tinggi,, dan

"sedang", dengan masing-masing sebesar 47,Byo dan 46,7yo.

Hasil analisis data tersebut mengindikasika bahwa kedua kelompok
sampel (anatara pegawai Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala Kota
Manado dan wajib pajak dan retribusi daerah) ternyata memberikan

persepsi/penilaian yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka alami dan

rasakan tentang sejauhmana penerapan prinsip partisipasi dalam kontek good
governonce, di mana kelompok aparat kelurahan cenderung menilai ..tinggi,,,

sementara kelompok pengguna jusku menilai ..sedang,,.

2. Penerapan Prinsip Transparansi :

Dengan menggunakan indikator prinsip transparansi, kemudian
dirumuskan kedalam daftar pertanyaan (kuesioner) yang didistribusikan
kepada 30 orang responden aparat (n1) dan 60 responden wajib pajak dan
retribusi daerah (n2).

Setelah data dikumpulkan, kemudian diolah/ ditabulasi dengan memberi
skor berdasarkan skala Likert, dimana untuk prinsip transparansi dirinci kedalam

2 butir pertanyaan dan masing-masing pertanyaan disediakan 5 (lima) altematif
pilihan (opsi) jawaban. Setelah dilakukan perhitungarlanalisis, diperoleh hasil
tentang penerapan prinsip kansparansi Di Kelwahan Kairagi Weru Kecamatan

Tikala sebagaimana dideskripsikan pada Tabel 2.
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Kategorisasi Penerapan
Prinsip Transparansi

Distribusi Jawaban -:X:"#, Tentang penerapan
Prinsip Transparansi Di Kelurahan Kairagi weru Kecamatan Tikara

Mengacu pada hasil analisis frekuensi sebagaimana digambarkan pada
Tabel 2 di atas, maka dapat diketahui bahwa penerapan prinsip transparansi
atas penilaian kedua kerompok samper cukup bervariasi, namun ada
perbedaan yang cukup signifikan. Dari 30 responden aparat (nr) yang
dimintai pendapatnya tentang penerapan prinsip transparansi dalam konteks
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), ternyata
sebagian besar (60%) diantara mereka memberikan persepsi/penilaian yang
terkategori "tinggi", dan hanya 7Yo saja yang menilai rendah- Sementara itu,
kelompok wajib pajak dan retribusi daerah (n2) sebanyak 60 responden
ternyata memberikan persepsi yang berbeda- Dari 60 responden tersebut,
sebagian besar (60%) diantaranya mempersepsikan,,sedang,, penerapan
prinsip transparansi Di Kelurahan Kairagi weru Kecamatan Tikala dalam
rangka penerapan good governance, dan hanya 17% saja yang menilai
"tinggi" penerapatan prinsip transparansi tersebut. Namun demikian, apabila
dilihat dari jawaban keseluruhan responden sebanyak 90 orang, maka rata_
rata di antara mereka menilai bahwa penerapan prinsip transparansi oleh
aparat birokrasi Di Kelurahan Kairagi weru Kecamatan Tikala belum optimar
atau berada pada kategori ,,sedang,, yakni sebesar 5l,lyo.
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3.

Hasil analisis data tersebut menginformasikan bahwa pemahaman prinsip
transparansi antara kedua kelompok sampel jelas berbeda konteksnya. Bagi
pegawai, pemahaman mereka tentang konsep transparansi hanya terbatas pada
keterbukaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang sifatnya formar,
sementara bagi kelompok penggun4 konsep transparansi dipahami lebih luas
menyangkut besamya penetapan tarif setiap pengurusan surat-surat, kebebasan
mengakses informasi dan keterbukaan daram penyus,nan program-program
dinas yang berkaitan dengan kepentingan wajib pajak dan retribusi daerah.

Bertolak dari indikator penerapan responsivitas atau ketanggapan,
sebagaimana telah dikemukakan pada bab metode penelitian, kemudian dijabarkan
kedalam daftff pertanyaan (kuesioner) sebanyak 3 item pertanyaan, dimana
masing-masing pertanyaan disediakan 5 (lima) pilihan (opsi)iawaban dengan cara
skorring berdasarkan skala liker! yaitu untuk opsi a diberi skor 5, opsi b :4, opsi
c: 3, opsi d :2 danopsi e: l.

Setelah data dikumpulkan dari 30 responden aparat (n1) dan 60 responden
wajib pajak dan retribusi daerah (nz), selanjutnya diolah dan ditabulasi
kemudian dimasukkan kedalarn tabel raw score (lampiran I untuk kepentingan
analisis data selanjutrya

Dengan menggunakan prosedur yang sama untuk dilakukan perhitungan_
perhitungan nilai & bki dan P, kemudian dianalisis dengan menerapkan teknik
analisa frek,nesi yang diorah dalam tabel frekuensi unhrk mengetahui
sejauhmana penerapan prinsip responsivitas Di Kerurahan Kairagi weru
Kecamatan Tikala" yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3.
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Kategorisas i Penerapan
Prinsip Responsivitas

Tabel 3
Distribu-si Jawaban Responden Tentang penerapan

Prinsip Responsivitas Di Kelurahan Kairagi w; Kecamatan Tikala

Distribusi data pada Tabel 3 men,njukkan bahwa responden aparat (n1)
dalam merespon tututan dan kepentingan wajib pajak dan retribusi daerah,
temyata sebanyak 13 orang atau sebesar 43Yo dari mereka berada pada kategori
"tinggi", l 1 orang ata. 37o/o pada kategori "sedang,, dan sisanya sebanyak 6
omng atau 20o/o terkategori "rendah". sedangkan bagi wajib paiak dan retribusi
daerah (n2), dari 60 responden yang dimintai pendapat mereka tentang penerapan
prinsip responsivitas, ternyata separuh (50%) dari mereka menyatakan bahwa
pegawai atau aparat birokrasi Di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala
belum secara optimal merespon tuntutan dan kepentingan masyarakat atau masih
berada pada kategori "sedang", sementara hanya 22yo saja yang menyatakan
bahwa penerapan prinsip responsivitas berada pada kategori ,,rendah,, 

dan
sisanya sebesar 28olo menilai "tinggi" penerapan prinsip responsivitas.

Hasil analisis data tersebut mengindikasikan bahwa penerapan
prinsip responsivitas oleh pegawai/aparat birokrasi Di Kelurahan Kairagi
weru Kecamatan Tikara menurut pendapat dari kedua kerompok
responden ternyata memberikan nuansa perbedaan- Responden aparat
memang memberikan penilain atau persepsi yang lebih berorientasi
"tinggi", sementara responden dari kalangan wajib pajak dan retribusi
daerah mempersepsikan penerapan prinsip ini berorientasi,,sedang,,,
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).

Hasil anarisis data menunjukkan bahwa penerapan prinsip supremasi
hukum, sebagaimana peniraian kedua kerompok responden punya
kecenderungan yang berbeda. Dari 30 responden aparat (ns), terny ata 60yo
diantaranya menilai bahwa penerapan prinsip supremasi hukum telah dilakukan
secara optimar atau berada pada kategori ,,tinggi,,, 

dan hanya 7yo saja yang
terkategori 'rendah', sementara dari 60 responden wajib pajak dan retribusi
daerah, justr, 53,3yo diantara mereka menilai bahwa penerapan prinsip
supremasi hukum Di Kerurahan Kairagi weru Kecamatan Tikara berum optimal
atau masih terkategori "sedang", narn,n 33,3yo dari mereka mempersepsikan
bahwa penerapan prinsip ini telah dilakukan secara optimal atau telah terkategori
"tinggi" dan hanya r3,3yosaja yang menilai rendah atas penerapan prinsip ini.

Hasil anarisis ini mengindikasikan bahwa responden aparat punya
kecenderungan lebih membera citra instansinya dibanding responden wajib pajak
dan retribusi daerah, jusru lebih kritis daram memberikan penlaian mereka
terhadap penerapan prinsip ini.

Dari hasil analisis data (Tabel 4) juga diketahui bahwa rata-rata
responden menilai penerapan prinsip supremasi hukum masih berada pada
kategori "sedang", yakni sebesar S3,3yrdari 90 responden yang diwawancarai-
Hal ini menunjukkan bahwa aparat birokrasi/pegawai Di Kelurahan Kairagi
weru Kecamatan Tikala daram menerapkan prinsip supremasi hukum berum
secara optimal.

Dengan mengacu pada indikator penerapan prinsip akuntabiritas
sebagaimana terah dikemukakan pada bagian metode peneritian, kemudian
dirmuskan kedaram daftar pertanyaan (kuesioner) sebanyak 3 butir
pertanyaan/pernyataan dan didistribusikan kepada 90 responden yang terdiridari 30 orang responden aparat Di Kerurahan Kairagi weru Kecamatan
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Tikala dan 60 responden lainnya adalah

daerah jasa dari instansi tersebut.

Dengan menggunakan langkah-langkah sebagaimana disebutkan pada
bagra, sebelumnya, maka hasir tabulasi data kemudian dirakukan perhitungan_
perhitungan untuk memperoreh nirai Rentang R), banyaknya keras initervar (bk;),
dan Panjang kelas interval (p).

Berdasrkan hasil perhitungan tersebu! selanjutnya
penerapan prinsip akuntabilitas kdalam tiga kategori, yakni
rendah- Atas hasil anarisis data samper tentang sejauhmana

akuntabilitas dapat dituangkan dararn Tabel frekuensi berikut ini.

unsur wajib pajak dan retribusi

dibuat kategorisasi

tinggl, sedang dan

penerapan prinsip

Tabel 5
Distribusi Jawaban Responden Tentang penerapan

Prinsip Akuntabilitas Di Kelurahan Kairagi w; Kecamatan

Hasil analisis data sebagaimana ditunjukkan pada Taber 5.5 dapat
dijelaskan lebih lanjut bahwa antara kedua kelompok responden punya pendapat
atau persepsi yang berbeda dalam memberikan penilaian terhadap
pelaksanaan/penerapan prinsip akuntabilitas, khususnya yang berkaitan dengan
kebertanggungiawaban terhadap publik dalam proses penyerenggaraan tugas
pokok dan fungsi Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala Kota Manado.

Bagi kelompok responden aparat (n1), sebanyak 13 orang atau 43o/o da.
30 orang pegawai yang diwawancarai, ternyata berpendapat bahwa penerapan
prinsip-prinsip good govemance, khususnya prinsip akuntablitas sudah cukup

JJ

Tikala
Kategorisasi Penerapan
Prinsip Akuntabilitas



optimal atau berada pada kategori "tinggi,,, sementara menurut pendapat parapengguna (n1), bahwa penerapan prinsip tersebut masih berada pada kategori"sedang", yakni sebesar 75% dal 60 responden yang diwawancarai. Har inimenunjukkan bahwa kedua kerompok samper mempunyai pen,aian yang
berbeda terhadap penerapan prinsip akuntabilitas, terutama akuntabilitas publikDi Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala-

Hasil analisis data pada Taber 5-5, juga menginformasikan bahwawalaupun kedua kerompok responden memiliki persepsi yang berbeda tentangpenerapan prinsip akuntabilitas, narnun secara keseruruhan rata_ratajawaban

::::Illi, :::, 
mencerminkan bahwa penerapan prinsip aktmtabilitas pada

)yakni sebesar 622y".

B. Keberhasilan pembangutran

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian metode penelitian bahwa yangKeberhasilan pembangunan sebagai variaber terikat terdiri dari
Kondisi dan taraf hidup masyarakat, diukur dari har_har seperti : tingkatpendapatan keruarga, taraf ekonomi keruarg4 tingkat kesehatan gizi keluarg.
serta tingkat pemenuhan kebuflrhan sekunder seperti transportasi, hiburan dansebagainya;

Tingkat partisipasi masyarakat daram pembangunan, diukur dari tingkat
kesadaran dan kemampuan ikut serta dararn kegiatan-kegiatan pembangunan dikelurahan mereka masing-masing, seperti : memberi informasi, memberi
sumbangan pemikiran, memberi sumbangan tenaga atau berbagai tenaga ke{a,memberi sumbangan materiar baik berupa umg, bahan, peraratan kerja dansebagainya yang bermanfaat untuk kepentingan pembangunan kelurahan mereka;Tingkat kemamp,r^n berkembang secara mandiri, diukur dari kemampuan

memenuhi kebutuhan keruarga secara mandiri atau atas usaha sendiri,

b.
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kemampuan mengembangkan usaha, kemampuan menabung, investasi, dan

sebagainya.

Dengan mengacu pada indikator-indikator di atas, maka disusun daftar

pertanyaan (kuesioner) sebanyak l0 butir pertanyaan kemudian distribusikan

kepada 30 responden aparat kelurahan (nr) dan 60 orang responden unsur

masyarakat (nz). Daftar pernyataan disusun berdasarkan skala likert, di mana

setiap pertanyan disediakan 5 (lima) opsi jawaban untuk dipilih responden dengan

sistim skor: opsi a:5, b :4, c:3, d :2 dan e: 1. Dengan demikian, maka

diperoleh skor teoretik tertinggi sebesar 50 dan terendah sebesar 10.

Dengan mengikuti langkah-langkah/prosedur perhitungan yang sama

sebagaimana telah kemukakan sebelumnya, maka diperoleh hasil analisis data yang

diolah dalam tabel ditribusi frekuensi seperti rerlihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Di stribusi Jawaban Responden Tentan g Keberhasi lan Pemban gunan

Di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala

Kategorisasi Variabel
Kelompok Resoonden

Jumlah
Aoaral (n I ) masyarakat (n2)

Rendah (f)
(%)

'1

Z)
27
45

34
37.8

Sedang
(f)

( Yo\
9

30
l9
32

28
3l. r

Tinggi
(f)
{%\

14

41
t4
23

28
3l.l

Jumlah
(f) 30 60 90
(%) 100 100 100.0

Dstribusi jawaban responden pada Tabel 6 memperlihatkan kecenderungan yzmg

sangat kontras. Disatu sisi, hampir separuh (47%) dari 30 oftmg responden aparat (nl)

mempersepsikan bahwa keberhasilan pembangunan di Kelurahan Kairagi Weru

Kecamatan Tikala berada pada kategori "tingg", 3ff/o menilai "sedang" dan sisanya

sebesar 23Yo merulai "rendah"; di lain sisi, juga hampir setengah (45%) dari responden

*
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pengguna (n2) menilai "rendah" variabel keberhasilan pembangunan pada isntansi yang
sama, 32'hmernlu "sedang" dan sisanya sebesar 23yomernlu,1inggi,,.

C. Pembahasan

untuk mengetahui hubungan antara variaber penerapan prinsip good
governance dengan variabel keberhasikm pembangunan, khususnya di kelurahan
Kairagi weru Kecamatan Tikal4 maka terlebih dahulu dilakukan
tabulasi silang mendatar untuk melihat kecenderungan jawaban
sebagaimana dapat dilihat pada Tabel Tabel 7.

perhitungan

responden,

TabelT

_ Tabulasi silang Tentang Hubungan Aantara variaber penerapan
Prinsip Good Governance dengan variaber keberhasiran pembangunan

Berdasarkan distribusi data pada tabel silang di atas, dapat dijelaskan hal-hal
sebagai berikut :

1- Dari 32 responden yang menyatakan bahwa penerapan prinsip GG
(good governance) dengan kategori "rendah,,, seterah dihubungkan
dengan variabel Keberhasilan pembangunan, ternyata terdapat sekitar
62'5ya di antara mereka menyatakan bahwa variabel keberhasilan
pembangunan berada pada kategori "rendah,,, 21,gyo berada pada
kategori "sedang", dan hanya r5,6yo sisanya berada pada kategori
"tinggi".

Penerapan
Prinsip GG

Keberhasilan pembansunan
Rendah Sedanq Tineei Jumlah

Rendah fo
o//o

20
62.s

7

21.9
5

15.6
32

I00.0
Sedang fo

n/7o

8
27.6

17

s8.6
4

13.8
29

r00.0Tinggi fo
o//o

6
20_7

4
13 -8

19

65.s
29

100.0
Jumlah 34 28 28 90
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2. Selanjutnya, dari 29 responden

berada pada kategori ..sedang,,,

bahwa variabel keberhasilan

58,6Yo terkategori ..sedang,,,

"tinggi".

3- Dat', 29 responden menirai "tinggi,, penerapan fungsi GG, seterah dihubungkan
dengan variaber Keberhasilan pembangunan, temyata sebesar 2L,7yocenderung
menilai bahwa variaber keberhasiran pembangunan berada pada kategori
"rendah"; 13,8 yo berada pada kategori ..sedang,,, 

dan sisanya sebesar + 65,5yo
berada pada kategori .tinggi,,.

Hasil anarisis data tersebut di atas bahwa antara penerapan prinsip GG
dengan variabel keberhasilan pembangunan punya hubungan yang cukup
signifikan' untuk menguji lebih lanjut hubungan antara kedua variabel, maka berikut
ini akan dilakukan uii chi-squore yang diolah dalam tabel kerja chi-square sebagai
berikut :

Tabel 8

yang menyatakan bahwa penerapan prinsip GG
ternyata sekitar 27,6oh dari mereka menyatakan

pembangunan berada pada kategori ..rendah,,;

sementara sisanya sebesar l3,gyo terkategori

Tabel KerjaChi_Square Untuk Uji Hubungan Aantaravariabel Penerapan Good Govemance dengan variaber rieberhasilan pembangunan

2
X trit

dk

35,240

(k- lxb-
(3-1X3-

l)
l)

I

2
1
J

4
5
6
7

8

9

20
7
5

8

17
4
6
4

l9

12.1

r 0.0
10.0
r 1.0
9.A
9.0

I 1.0

9.0
9.0

7.9
-3.0
-5.0
-3.0
8.0

-5.0
-5.0
-5.0
10.0

62.586
8.73s

24.558
8.735

63.&5
2s.223
24.5s8
2s.223
99.5s6

5.177
0.871
2.467
0.797
7.A54
2.796
2.242
2.796

I 1.035
342.818
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: (2)(4 : q

Hasil analisis Chi-Square diperoleh harga X2hi, : 25,759
dengan dk 4 dan tingkat signifikans i r % (a: 0,01) diperoreh sebesar
demikian x2n;r>'17u6 (25,759 > 13,277) padataraf ssignifikansi. I %.

Hasir anarisis di atas menunjukkan adanya hubungan yang sangat signifikan
atau sangat bermakna antara variaber penerapan prinsip GG (*) dengan variabel
keberhasilan pembangunan (Y) pada tingkat signifikan si I yo,sekaligus telah terujihipotesis peneritian yang menyatakan "bahwa ada hubungan antara penerapanprinsip-prinsip good governance dengan keberhasilan pembangunan di KerurahanKairagi weru Kecamatan Tikata Kota Manado,,. dengan sangat meyakinkan.

sementara 121ug

13,277. Dengan
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada bagian
sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpuran, antara lain :

l ' Prinsip partisipasi di kelurahan Kairagi weru Kecamatan Tikara Kota Manado,
menurut pendapat atau penilaian responden aparat berada pada 1u1"rori ..tinggi,,,
sementara bagi kelompok responden masyarakat pengguna justru rata-rata masih
berada pada kategori "sedang,, atau menegah, namun kedua kelompok responden
sependapsl bahwa prinsip partisipasi belum diterapkan secara optimal, karena
hanya sekitar 47,goh dari keseluruhan responden (90 orang) men,ai ..tinggi,,
penerapan prinsip tersebut dalam konteks penerapan good governance.

2' Prinsip-prinsip transparansi, responsivitas, supremasi hukum dan responsivitas,
menurut penilaian responden aparat rata_rata berada pada kategori ..tinggi,,,
sementara bagi responden pengguna hanya terkategori ..sedang,,. 

Narnun
demikian sebagian besar reponden menilai bahwa penerapan prinsip_prinsip
tersebut masih berada pada kategori ..sedang,, 

atau menengah.
3' Keberhasilan pembangunan dalam kenyataannya belum dicapai secara optimal,

bahkan kelompok masyarakat pengguna menilai ..rendah,, 
sementara kerompok

aparat kel,rahan justru menilai "tinggi" pencapaian keberhasilan pembangunan.
Namun sebagian (37,g%) dari kedua kelompok responden sepencrapat bahwa
pencapaian keberhasilan pembangunan di kelurahan Kairagi weru Kecamatan
Tikala Kota Manado masih berada pada kategori ..rendah,,, da, masing_masing
sebesar 3l,loA menilai ..sedang,, 

dan ..tinggi,,. Hal ini mengindikasikan bahwa
pencapaian keberhasiran pembangunan, khususnya di Keltrrahan Kairagi weru
belum optimal

4' Hasil anarisis chi-square menunjukkan bahwa penerapan good gove,,urrce
mempunyai hubungan yang sangat berrnakna dengan keberhasilan pembangunan.
Artinya bahwa ketika prinsip-prinsip good governance (kepemrintahan yang
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baik) dapat diterapkan dengan sungguh-sunggu, maka akan mendorong
peningkatan keberhasilan pembangunan.

Berdasarkan butir-butir simpulan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan akhir
bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance dengan keberhasilan
pembangunanberkorelasi positif khususnya di Kelurahan Kairagi weru Kecamatan
Tikala Kota Manado.

B. Saran-saran

Mengacu pada hasil-hasil temuan dalam penelitian ini, maka diperluakan
adanya upaya pihak pimpinan instansi, khususnya camat untuk menindak lanlutinya.
Hal-hal yang perlu disarankan antara lain :

1' untuk meningkalkan keberhasilan pembangunan, khususnya di Kelurahan Kairagi
werq maka perlu dipacu penerapan prinsipprinsi good governance melalui
kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan penataan manajemen pemerintahan-

2' untuk meningkatkan kesadaran aparat dalam mengimplementasikan prinsip-
prinsip good governance dalary1 rangka reformasi birokrasi pemerintahan, maka
perlu diberikan pelatihan bagi aparat kelurahan.
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